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KPK  Geledah  Rumah  Ridwan  Kamil,  Usut
Dugaan Korupsi Bank BJB
BANDUNG, Prolite – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus
mengusut  kasus  dugaan  korupsi  dana  iklan  Bank  Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Sejumlah penggeledahan dilakukan di Bandung, termasuk rumah
mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Senin (10/3).
Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan yang telah
menetapkan lima tersangka dari kalangan petinggi Bank BJB dan
pihak swasta.
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Rumah  Ridwan  Kamil  Digeledah  Tim
Penyidik KPK

Kondisi di depan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan
Kamil,  di  Jalan  Gunung  Kencana,  RT06/RW06,  Kelurahan
Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

Tim penyidik KPK menggeledah beberapa lokasi di Bandung untuk
mencari bukti tambahan terkait dugaan korupsi dana iklan Bank
BJB. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya
penggeledahan ini.

“Iya,  benar.  Ada  beberapa  orang  penyidik  yang  melakukan
penggeledahan terkait perkara BJB,” ujar Fitroh pada Senin, 10
Maret 2025.

Salah satu lokasi yang menjadi target penggeledahan adalah
rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Hal ini juga
dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto,
yang menyatakan bahwa penggeledahan masih berlangsung.

“Betul, hari ini ada kegiatan penggeledahan terkait perkara
BJB. Namun, untuk rilis resminya, termasuk lokasi, baru akan
disampaikan  setelah  seluruh  kegiatan  selesai,”  ujar  Tessa
dalam keterangannya.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pihaknya telah
menerbitkan  surat  perintah  penyidikan  terkait  perkara  ini.
“Karena kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, kami
akan terus mengembangkan kasus ini,” katanya di Gedung Pusat
Edukasi Antikorupsi, Jakarta, pada Rabu, 5 Maret 2025.

Latar  Belakang  Kasus:  Dugaan



Korupsi Dana Iklan Bank BJB
Kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB mulai mencuat sejak
laporan Majalah Tempo pada 22 September 2024. Laporan tersebut
mengungkap  dugaan  adanya  penggelembungan  anggaran  belanja
iklan yang dilakukan oleh Bank BJB.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan
kebocoran  dana  sebesar  Rp28  miliar  dalam  anggaran  belanja
iklan yang mencapai Rp801 miliar.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dengan nomor 20/LHP/ yang
terbit pada 6 Maret 2024, ditemukan bahwa belanja iklan media
massa Bank BJB mencapai Rp341 miliar.

Bank BJB menggandeng enam perusahaan agensi sebagai perantara
dengan media. Namun, hasil audit menunjukkan bahwa dari Rp37,9
miliar nilai tagihan ke Bank BJB, biaya iklan televisi yang
bisa terkonfirmasi hanya Rp9,7 miliar.

KPK  kemudian  melakukan  penyelidikan  lebih  lanjut  dan
menetapkan lima tersangka, yang terdiri dari dua petinggi Bank
BJB serta tiga pimpinan agensi periklanan, salah satunya PT
CKSB. Dugaan korupsi ini mencuat karena selisih besar antara
dana yang dibayarkan Bank BJB kepada agensi iklan dan biaya
riil yang diterima media.

Perjalanan  Kasus  dan  Penyelidikan
KPK
Penyelidikan terhadap kasus Bank BJB dimulai sejak Agustus
2024. Saat itu, Wakil Ketua KPK saat itu, Alexander Marwata,
sudah memberi sinyal bahwa KPK sedang menyelidiki kasus ini.

Pada awal September 2024, KPK menggelar rapat ekspose yang
menyetujui  bahwa  kasus  ini  layak  ditingkatkan  ke  tahap
penyidikan. Dalam rapat tersebut, lima nama ditetapkan sebagai



calon tersangka.

Namun, dalam perjalanannya, kasus ini sempat menuai silang
pendapat di internal KPK. Pada 15 September 2024, Juru Bicara
KPK  saat  itu,  Tessa  Mahardhika  Sugiarto,  membantah  adanya
surat perintah penyidikan.

Padahal,  informasi  yang  diperoleh  dari  sejumlah  sumber
memastikan  bahwa  KPK  sudah  menggelar  rapat  ekspose  dan
menyepakati adanya tindak pidana dalam kasus ini.

Akhirnya,  pada  Maret  2025,  KPK  menerbitkan  surat  perintah
penyidikan dan mulai melakukan serangkaian penggeledahan di
Bandung. Rumah Ridwan Kamil menjadi salah satu lokasi yang
diperiksa sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti.

Bagaimana menurut Anda, apakah pengusutan kasus Bank BJB ini
akan  membawa  perubahan  signifikan  dalam  transparansi
pengelolaan dana perbankan daerah? Kita nantikan perkembangan
selanjutnya dari KPK.
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